BAB V
PENUTUP

Bab ini akan diulas dalam dua bagian yakni kesimpulan dan saran. Pada
bagian pertama (5.1), penulis akan membuat kesimpulan mengenai teori demokrasi
deliberatif yang digagas oleh Jirgen Habermas dan bagaimana melihat demokrasi
deliberatif tersebut dalam konteks demokrasi di Indonesia. Pada bagian kedua (5.2)
penulis akan memberikan beberapa saran yang membangun untuk mewujudkan

demokerasi deliberatif di Indonesia.

5.1 Kesimpulan

Demokrasi deliberatif yang digagas oleh Jiirgen Habermas merupakan suatu
upaya untuk meradikalisasi kehidupan demokrasi. Pada umumnya demokrasi
sering dipahami dan diprakatekkan secara minimalis. Kedaulatan rakyat terwujud
hanya pada saat berlangsungnya pemilu, setelah pemilu segala kebijakan publik
tersentralisasi pada kekuasaan formal. Tidak mengherankan jika hukum maupun
kebijakan publik sering tidak menjawabi kebutuhan masyarakat dan bersifat
diskriminatif, terkhususnya terhadap kaum minoritas. Hal tersebut tentu
bertentangan dengan prinsip demokrasi di mana rakyatlah yang berdaulat.
Habermas melalui demorkasi deliberatif berupaya untuk merevitalisasi demokrasi
agar dalam praktiknya, demokrasi sungguh-sungguh mengekspresikan kedaulatan
rakyat.

Menurut demokrasi deliberatif, tindakan komunikasi merupakan hal yang
sangat fundamental dalam mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut. Hukum
maupun kebijakan publik harus merupakan hasil kesepakatan dari tindakan
komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat harus juga dilibatkan
dalam proses pengambilan keputusan dan pemerintah pun harus bersikap terbuka
terhadap aspirasi dan kritikan dari masyarakat. Dengan demikian kedaulatan rakyat
dapat terwujud dan hukum maupun kebijakan publik pun sungguh-sungguh
mengekspresikan kepentingan rakyat.
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Namun bagaimana sampai pada sebuah kesepakatan di tengah kehidupan
masyarakat modern yang ditandai dengan pluralitas? Bagi Habermas masyarakat
harus mengemukakan pandangan-pandangan mereka yang berbeda-beda tersebut
dalam ruang publik agar diuji melalui proses diskursus publik. Dalam proses
tersebut akan dinilai argumen-argumen yang dapat diuniversalisasi dan tidak
mengganggu keberagaman dan argumen-argumen yang bersifat eksklusif dan
karena itu tidak relevan bagi kehidupan masyarakat yang plural. Hanya argumen-
argumen yang dapat diuniversalisasilah yang layak untuk dipertimbangkan demi
menghasilkan kebijakan publik. Karena itu Habermas sangat menekankan
argumentasi dan menolak sentimentalitas. Pendapat-pendapat yang dapat
diuniversalisasi adalah pendapat yang menekankan rasionalitas sedangkan
pendapat yang dirumuskan atas dasar sentimen identitas cenderung bersifat

eksklusif dan menolak keberagaman.

Dalam konteks negara Indonesia, kehidupan demokrasi belum sepenuhnya
mencerminkan demokrasi deliberatif. Praktik-praktik deliberasi seperti yang
tercermin dalam pemilu, diskusi, menulis, dan gerakan-gerakan sosial masih
menemukan begitu banyak kendala. Kurangnya keterbukaan dari pemerintah untuk
menerima kritikan dari masyarakat, kualitas deliberasi masyarakat yang bersifat
eksklusif karena dipengaruhi oleh sentimen identitas, dan ruang publik yang
terkooptasi merupakan kendala-kendala hidupnya demokrasi deliberatif di
Indonesia. Namun kendala-kendala deliberasi tersebut hanya dapat diminimalisasi
jika masyarakat terus melakukan deliberasi. Habermas sendiri mengatakan bahwa
kendala dalam proses deliberasi harus diatasi dengan deliberasi itu sendiri.
Deliberasi mencerminkan kekuatan masyarakat untuk menyelesaikan segala
persoalan dengan praktik komunikasi yang diskursif. Komunikasi pun merupakan

solusi yang lebih bermartabat daripada tindakan-tindakan kekerasan.

Selain itu, untuk mendukung proses deliberasi di Indonesia, hemat penulis
dibutuhkan juga pendidikan politik bagi masyarakat Indonesia. Kondisi masyarakat
yang masih cukup kuat dipengaruhi oleh sentimen identitas membutuhkan
pendidikan politik agar bisa meningkatkan kesadaran politik dan kemampuan

berpikir kritis masyarakat. Dengan demikian masyarakat Indonesia menjadi

76



masyarakat yang rasional yang mampu mengutamakan nilai-nilai demokratis dalam
kehidupan bersama. Tujuan demokrasi deliberatif untuk mewujudkan kehidupan
yang demokratis hanya dapat terwujud jika proses deliberasi itu sendiri
mencerminkan komunikasi diskursif dan bukan komunikasi yang didasarkan

sentimen.

5.2 Saran

Pada bagian ini, penulis akan memberikan beberapa saran yang membangun
demi menghidupkan demokrasi deliberatif di Indonesia. Pertama, bagi pemerintah.
Pemerintah dipilih oleh rakyat karena dianggap mampu untuk memimpin
masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu segala
hal yang berkaitan dengan upaya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat harus
menjadi prioritas utama pemerintah. Demokrasi deliberatif sebagai salah satu
instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat harus dihidupi pertama-
tama oleh pemerintah. Hidupnya demokrasi deliberatif sangat bergantung pada
keterbukaan pemerintah untuk menghidupinya dalam kehidupan bernegara di

Indonesia.

Kedua, bagi masyarakat. Demokrasi deliberatif sangat menekankan
partisipasi politik masyarakat Indonesia. Karena itu masyarakat Indonesia
diharapkan untuk secara aktif berpartisipasi dalam kehidupan politik di Indonesia
terkhususnya dalam mengontrol kekuasaan. Selain itu, di tengah kehidupan sosial
yang diwarnai dengan keberagaman. Masyarakat Indonesia diharapkan agar selalu
bersikap terbuka terhadap perbedaan dan selalu mementingkan kepentingan umum

dari pada kepentingan privat atau kelompok.

Ketiga, bagi media. dalam kehidupan masyarakat modern, media
merupakan sarana perantara bagi praktik komunikasi antara masyarakat dan
pemerintah. Aspirasi dan kritik dari masyarakat sering disuarakan melalui media
dan pemerintah pun menjadikan media sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan
publik. Karena itu, media harus bersikap netral dan bebas kepentingan agar praktik
komunikasi antara masyarakat dan pemerintah tidak terdistorsi dan dapat

berlangsung secara bebas dan adil.
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Keempat, bagi lembaga pendidikan. Pendidikan merupakan sarana yang
tepat untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan berpikir Kkritis masyarakat.
Karena itu, lembaga pendidikan di Indonesia harus sedapat mungkin menerapkan
metode-metode edukasi bagi masyarakat agar masyarakat dibentuk manjadi
masyarakat yang rasional dan memiliki kemampuan untuk hidup dalam
keberagaman. Hal tersebut sangat penting dalam mendukung kehidupan demokrasi

deliberatif yang ideal di Indonesia.

Kelima, bagi partai politik. Partai politik merupakan lembaga yang didirikan
untuk mewakili kepentingan masyarakat. Karena itu, dalam praktiknya partai
politik seharusnya memprioritaskan kebutuhan masyarakat dan bukan kebutuhan
diri sendiri dan kelompok. Selain itu, partai politik juga bisa menjadi lembaga
edukasi bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat.
Karena itu, praktik-praktik politik yang justru memberikan pendidikan yang buruk
terhadap masyarakat seperti tunduk pada kekuasaan harus sedapat mungkin
dihindari. Demokrasi deliberatif akan lebih berfungsi sebagai pengontrol kekuasaan

jika didukung oleh partai politik.
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